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PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SERELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH KARUPATEN AGAM

Kkripsd 87 (0ef: Mardiaminn Perahiombing: De. Hefrizal Hondra, M.Soc, S
Abmiral

Penelitian ini bergjuan wntek menganalisis kineria kenangan daerah yang diukur dengan berbagai macam
rasio derajat otonomi fiskal pemerintah doerab koia Surakara pada aspek demsjat desentralizasi fiskal,

Kemandirian pemerintah Kabupaten Azam  masih relatif rendah karena pemennish daerab iasil sangat
tergantung kepada pemerintah pusat (2). Pemerintah daerah Kabupaten Agam miemiliki kebuiuhan fiskai
vang besar. Hal ini terbukti dengan besarnya kebutwhan fiskal dacrab dibamdingkan dengan standar
kebutuhan fiskal rata-rata se-Sumaters Barar baik unmk sctiap tehuonya modpun secara raja-rata. (3]
Pemerintah daerah Kabupaien Agem  memiliki kapasitas fiskal lebih besar dari kebutuhan fiskal sciclah
atonomi daerah. Hal ini berarti bahwa pemerinizh dacrah Kabupaten Agam sudah mulai mampu memenahi
kebutuhan fiskal dacrahnye namun masih memeriukan subsidi dari pemerintal posat dalam rengka
| peleksanaan cionomi dacrah. (4). Posisi / upaya fiskal dari pemerinteh doerah Kabopaten Agam  yang
dihimung dengan raiarata perubahan PAD teshadap rata-rala perubahan PORB selama kurun waktu tiga tahun
anomaran meniinjukkan hasil lebih dars 1%,

Kata Kunci ; Derafur Desenrralisavi Fiskal, Kebitfian Fiskaef,
Kapasitas Fiskal, dan Upaya

kebutuhan fiskal. kopasitas fiskal, dan upaya atai posisi fiskal. Hasil penelitian menunjukian bahwa (1)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakanyg

PPemerintah adalah svatu organisasi yang diberi Kekvasaan untuk mengatur
kepentingan bangsa dan Negara, Tujuan terbentuknyva lembaga pemerintahan
umumnya adalah untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakal luas vang
iujuannya bukan mencari keuntungan tetapi untuk menyediokan layanan dan
kemampuan meningkatkan pelayanan dimasa vang akan datang.

Penpgantion kepemimpinan di pemerintahan Indonesia schagia besar banyak
memberikan perubahan di berbagai bidang. Salah satu perubahan vang terjadi adalah
dari pemerintaban vang berbentuk ::Et';lralistiﬁ:. vaitu pemerintahan vang bertujuan
menjadikan Bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera secara pemerintahan terpuosat,
kemudian diganti dengan pemerintahan vang desentralistik. Hal ini sesual dengan UL
No.32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan babwa pemerintah
daerah dilaksanakan berdasarkan atas  azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas
tugas pembantuan. Selain itu juga dikelearkan UL Ne33 th 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Dacrah sebagai
pengmanti UL No25 th 1999 yapg dibarapkan lebih mendukung pemberdayaan
pemerintah dacrah dalam rangka pelaksanasn tugas pemerintahan umum dan

pembangunan di daerah,




Menvrut  {Mardiasmeo, 2002:3-9) vang menjadi alasan tegadi pervbahan
pemerintaban yane sentralistik kepada  desentenbistik adalab adanya  intervensi
pemerintah pusat vang terlalu besar di masa lalu. schingga menimbulkan rendahnya
kapabilitas dan cfckiifitas kehidupan demokrasi & daersh, Hal ilu menyebabkan
imisiatif dan parakarsa daerah cenderung mati sehinpga pemeriniah daerah seringkali
menjadikan  pemenuhan peraturan sebagal tujun, dan bukan sebagal alat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kemudian otonomi daerah merupakan
jawaban untuk memasukl new pame yang membawas new Tules pada semua aspek
kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Pada pemerintahan vang berbentuk sentralistik kemampuan keuangan beberapa
pemerintah daersh masth tergantung pada penenmaan yang berasal dan pusat, Oleh
karena itu. bersamaan dengan semakin sulitnya kevangan Negara maka kepada setiap
daerah ditumtut harus dapat membiavai dini sendied melalui sumber-sumber kewangan
vang dimilikinya. Peranan pemerintab dacrah dalam menggali dan mengembanpkan
berbagal potensi dacrah sebagal sumber penenimaan dacrah akan sangat menentukan
keberbasilan  pelaksanaan  luga  pemerintaban, pembangunan, dan  pelayanan
masvarakal di dacrah.

Menurut (Intan, 2009} pelaksanaan otonomi dacrah pada hakekatnya diarahkan
dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan (service defivery) pemerintah daerah
{local povernmment) kepada lTI.‘Jti}'c'lﬁlrliEll (xocial eommunity) agar lehih efision dan

responsif terhahap potenst, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah.




AR VI

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

.

kemandirian pemenntah doscabe Kabupaten  Agam setelah otorome daeral
diduga masth sangat terpantung kepada pemerintah pusat. Terlibat dari hasil
perhitungan derajal desentralisasi fiskal, proporsi PAD dan BHPRP memiliki
proporsi yang lebib kecil dibandingkan dengan proporsi sumbangan daerah,
Meskipun  setelah  otonomi  proporsi PAD  terhadap TPD  mengalami
peningkatan. namun  proporst sumbangan  daemabh  terbadap TPD juga
meningkat dan lelap menominasi pendapatan daerah. Hal ini membukiikan
musih  rendahnva  kinerja keuanpan  daerah,  sehingga  masth  ada
ketergantungan subsidi kepada pemerintah pusat.

Dari perhitungan kebutuhan fiskal menggunakan metode Sukante, pemerintah
dacrah Kabupaten Agam memiliki kebutuhan fiskal vang lebih rendah pada
miasa selelah otonomi deerah dibandingkan sebelum otonomi daerah. Hal ini
berbeda dengan kenvatzan sebenarnya. seharusnya pada kenyataan kebutuhan
fiskal lebih tinggi pada masa setelah olonomi daerah dibandingkan scbelum

ctomoem dacrah,

-

Lipava fiskal Kabupaten Apam vang dibitung dan perubahan PAD terhadap

PDRE sccara rata-rata menunjukkan hasil lebih dn 1%, baik pada masa
ald
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